Mengingat

_ terwujudny
bahwa untuk terwuj Lo rawan pangan

.kat Kabupaten Lebong,
kok di Daerah yang

Cadangan Pangan

pencegahan terjadinya risi
maupun kronis terhadap masyar
perlu adanya penyediaan cadangan po

merupakan bagian dari Sub Sistem

Nasional;
gaimana dimaksud

rtimbangan seba
. bahwa berdasarkan pe€ perlu menetapkan

pada huruf a dan huruf b di atas, _
Penyediaan dan

Peraturan Bupati Lebong tentang
Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

" Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4393);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

< Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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4. Undang-Undang Nomo
(Lembaga Negara Repu
227, Tambahan Lembaran

0360);
2014

v. Undang-Undang Nomor sra R
Pemerintahan Daerah (Lembaran e Lebaran
Tahun 2014 Nomor 24
Rebublik Indonesia NO_mOI' -
beberapa kali terakhir densd odua Atas

Tahun 2015 tentang perubahantang
Nomor 23 Tahun 2014 ten . “mpahun 201!

(Lembaran Negara Republik In
98, Tambahan Lembaran Negar

5679);

a Rep

6. Peraturan Pemerintah NomoT egara
(Lembaran Neg Lembaran

Ketahanan Pangan dan Gizl ambahan
Indonesia Tahun 2015 _ Nomor %%8('31)‘
Negara Republik Indonesia Nomor ’
- | : Nomor
™ P . rtanian
B ( I 7. Peraturan Menterl " Pe tentang Stan_dar

65/PERMENTAN/OT.140/12/201
Pelayanan Minimal Bidang Ket
Kabupaten/Kota;

am Negeri Nomor 80 Tal:lun 2015
k Hukum Daerah (Berita Negara
015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 137).

8. Peraturan Menteri Dal
tentang Pembentukan Produ

Republik Indonesia Tahun 2

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan
Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh

Pemerintah.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini ' '
yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. -

2. Kepala D_aerah adalah Bupati Lebong.
3. Sekretaris Daer ah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

4. Dinas adalah Per_angkat Daerah yang mempunyai tugas



Dinas L okat dengd

injutnyd d
jnlah Kepals

5. Dinas adalah
- Lebong yang sl
6. Kepala Dinas ac
142
Kabupaten Lebong Laf

_ 1tan
7. Anggaran Pcndf’lll’: PBD adala

selanjutnya diseb

dan l;clanjn Dacrah Ku_lJUPch?a 3
8. Cadangan Pangan anm”{.‘l ’

seluruh wilayah ndonesia tuk meng

bahan baku industri un

9. Cadaﬁg;m Pangan pokok : sai ©
pangan yang dikelola atau dikua
Daerah. .1

alah terjad

10. Keadaan Darurat adalé
alam, non alam, paceklik

kP -
terjadi di luar kema P ipun dap

atau menghindarinya mes®= - di
11. Bencana alam adalah Pensuwsug’n aingtsunaml, gunung
gempa ! angin topan,

alam dapat berupa ondang, kekeringarl,

meletus, banjir, banjir
tanah longsor dan bencana
berkepanjangall

12. Pacekhik  yang

merupakan masa Su
di suatu wilayah ter
terjadinya ketidakseimbangan

penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah rondisi untuk suatu dae_rah,
yang tingkat ketersediaan

masyarakat, rumah tangga )
dak cukup untuk memenuhi

dan keamanan pangannya ti
standar kebutuhan Psikologis bagi kebutuhan dan

kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan

pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga
antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan,
musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat
mendadak.

15. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan
yang bex_‘kelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang
dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya
alam_dgn sumber daya manusia sehingga menyebabkan
kondisi masyarakat menjadi miskin.

16. gabulr{lgan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat
; aali)go bt;r;a I?dalalg1 kubmpulan beberapa kelompok tani

ung dan bekerja sama untuk ’
skala ekonomi dan efisiensi usaha memngkatl?n

17. Kegiatan Pen | -
selin'utn ‘ ie_n_lbangan Usaha Pangan Masyarakat yang
memlJJ erdg ok isingkat dengan PUPM adalah kegiatan ™
Gab yakan lembaga usaha pangan masyarakat:--

abungan Kelompok Tani (G '
(Poktan), lemba (Gapoktan), Kelompok Tamni
i ) ga usaha masyarakat yang bergerak di
g pangan) dalam mel ' ' '
antuk men ‘am melayani Toko Tani Indonesia
Jaga stabilisasi nasolkan dan harea pangan.




18. Kegiatan Penguatan
Mﬂsyarakat yang selanju
adalah merupakan
meningkatkan kcmamplj'_';mcm
unit wusaha Distribusi/P nya :
Mampu membantu angng;;?ag i duksl
mendistribusikan /memasarkan/me . dan mampu
Pangannya disaat menghadapl P

menyediak cadangan Pt -
yediakan hadapi pgcekhk. | BULOG

anggota disaat meng : kat
19. Ba%igan I?syailal Logistik yang Sela?;gfglyabiﬁ?fggung]awai
adalah ahaan negara Je n untu
o logistik panga <ecara

terhadap  ketersediaan
mengamankan ketersediaan

nasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

dimaksudkan untuk '
komoditi beras sebagai cadan

disalurkan dalam rangka menc
gejala kerawanan pangan pasca

dan keadaan darurat.
(2) Penyediaan dan penyaluran cadangan

pemerintah Kabupaten bertujuan :
4. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang

mengalami keadaan darurat dan risiko rawan pangar
akibat pasca bencana, gagal panen, gangguan cuaca
dan sebagainya; dan

b. Menjamin ketersediaan pangan pokok beras secara
merata di setiap daerah.

BAB III
SASARAN

egah dan 1’1161181138‘1-113111‘3i
bencana transien,

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah adalah

masyarakat di Kabupaten Lebong yang mengalami :

1. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat
bencana alam, bencana non alam, gangguan cuaca, gagal
panen atau keadaan darurat; dan |

2. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir
dalam kondisi darurat karena bencana maupun
masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pokok Pemerintah Kabupaten Lebong wajib mengalokasikan
setiap tahun sesuai dengan kondisi kemampuan Keuangan
Daerah, yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belan J a Daerah Kabupate n dan / atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.




(]

Besaran bantuan penyaluraﬂ i pang
. msl P
dihitung sesuai dengan kebutuhan konsu

penduduk/orang/hari dijjum

1 ahkan dengan

risiko rawan pangan.

(1) Organisasi Perangka
mengelola cadangan pang
Ketahanan Pangan Kabup2

(2) Dalam _
cadangan pangan Pemerin
Ketahanan Pangan Kabupat

¢ Daerah

rangka menunja

Sebagai Penanggungjawab;
b. Kepa?a Bidang pada Dinas Ketahanan Pangall

Kabupaten Lebong Sebagai_ Ketua;
c. Kepala Seksi pada Dinas

Ketahanan Pangan

Kabupaten Lebong sebagai Sekretaris; dan
d. Anggota:

1
2.

3.
4.
.

6.

9.

Unsur Bulog Sub Divisl Regional Rejang Le]:_)ong;
Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika Bengkulu;
Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda

Kabupaten Lebong;

Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong;
Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Lebong;

Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Sosial Kabupaten Lebong;

7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
8.

Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lebong; dan

Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lebong.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
daﬂgan Keputusan Bupatl p ya ( ) dltetapkan

Pasal 7

Penyediaan cadangan pangan daerah diatur dalam perjanjian

kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Lebong dengan pihak penyedia barang :

1. Bulog Sub Divisi Regional Rejang Lebong yang disepakatl
melalut Memorandum of Understanding (MOU).




utor

atau harga yang berlaku pada saat pem
5 gemm Bulog Sub Divisi, Gapoktan, LD'Ptl\r/I-i’thij cl.:;M /1?’]061.&s
arl ] tau Dis
pelaku Usaha a  melihara dan

bertanggungjawab untuk
mempertanggungjawabkan kualitas
sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 9

cadangan pangam POkOI?
setiap tahun  sampal
Minimum (SPM)

(1) Pelaksanakan penyediaan

Kabupaten dilaksanakan
terpenuhinya target Standar Pelayanan

Sebanyak 100 ton. | |
(2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan

pangan  pokok pemerintah Kabupaten  Lebong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan

kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertanggung
jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas

terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja
sama. Untuk periode selanjutnya akan diatur dalam
kesepakatan bersama yang dituangkan  dalam
Momerandum of Understending (MOU).

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

(1) Desa/Kelurahan mengajukan permintaan kebutuhan
beras kepada Bupati melalui Tim Kerja Kabupaten,
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan
pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana
non alam dan/atau keadaan darurat; dan

b: Jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.

(2) Tim Pelal.csana' Kabupaten melakukan pengecekan lokasi
dan verifikasi ‘kelompok sasaran penerima bantuan
pangan sebagai cadangan pangan pokok daerah yang
diusulkan.



(3) KepaI'a Dinas  Ketahanan
permintaan peny
pangan

Pangan mengajukan

aluran pangan sebagai cadangan

pokok daerah kepada pihak penyedia

berdasarkan hasil pengecekan lokasi dan verifikasi
kelompok sasaran oleh Tim Kerja Kabupaten, dan
selanjutnya penyedia mengeluarkan beras bagi lokasi
yang dimohon. ..

(4) Penyaluran pangan oleh penyedia sebagalmanﬁ
dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilakukan setela
berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangatl-

Pasal 11

pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 12

: kok
Biaya penyaluran beras sebagai cadangan pangan Porot
daerah dari Gudang ke titik bagi penyalu_}‘ . rintah
dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Peme
Daerah.

diketahui oleh Camat, Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok
daerah oleh pihak penyedia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, dilaporkan kepada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Lebong disertai dengan Berita Acara
penyerahan bantuan, paling lambat 15 hari setelah
pengiriman.

(2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan kondisi

cadangan pangan daerah kepada Bupati Lebong yang

memuat jumlah penggunaan di Kecamatan,
Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan

beras daerah di gudang setiap 3 bulan sekali atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.



mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2020

Z BUPATI LEBONG;f
6
o

& H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

N\ o =

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 22
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